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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATUTAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA
TERJADWAL (L2T2) DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN

OLEH:

SRI KARTIKA SARI LUBIS

2103100055

Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di Kota Medan merupakan
upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan. Melalui
sistem pengelolaan lumpur tinja yang terstruktur dan terjadwal, program ini mampu
mencegah pencemaran air tanah dan permukaan serta mengurangi risiko penyebaran
penyakit akibat sanitasi yang buruk. Keberhasilan program turut berkontribusi pada
peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan limbah domestik yang lebih
teratur dan efisien. Studi kasus pada PDAM Tirtanadi menunjukkan bahwa perbaikan
dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi pendukung program L2T2,
penyusunan peraturan internal, dan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja secara
sistematis berdasarkan data pelanggan. Koordinasi lintas instansi, seperti Bappeda, Dinas
Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup, juga berperan penting dalam
memastikan perencanaan, penyediaan infrastruktur, serta pemantauan dampak lingkungan
berjalan efektif Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik
pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap instansi
pelaksana seperti PDAM Tirtanadi, serta data sekunder dari dokumen resmi dan literatur
terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan dampak
positif yang signifikan, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti
keterbatasan sarana pengangkutan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu,
keberhasilan jangka panjang program L2T2 sangat bergantung pada sinergi antara
pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta upaya berkelanjutan
dalam peningkatan infrastruktur dan edukasi publik.

Kata kunci: layanan lumpur tinja terjadwal, sanitasi, kesehatan lingkungan,
PDAM Tirtanadi, Kota Medan
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terdiri dari beberapa kota-kota besar yang memiliki tingkat
kepadatan penduduk yang tinggi. Dari tingkat kepadatan penduduk yang tinggi ini
menimbulkan beberapa permasalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat.
Dalam Undang-undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 salah satu prioritas pemerintah indonesia adalah penyediaan
saran dan prasarana air limbah untuk mencapai target pencapaian universal akses
sanitasi pada tahun 2019. Sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh
pemerintah untuk menunjang pencapaian tersebut adalah Sistem Pengelolaan Air
Limbah (SPAL) setempat, yang merupakan sistem pengelolaan dimulai dari
pewadahan tinja pada fasilitas seperti tangki septik dan cubluk. Selanjutnya,
lumpur tinja disedot dan diangkut untuk diproses lebih lanjut di Instalasi
Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Berdasarkan jumlah penduduk dan akumulasi
lumpur tinja yang dihasilkan setiap orang per tahun, maka potensi timbul lumpur
tinja yang seharusnya terolah di IPLT cukup tinggi. Untuk mengoptimalkan
sistem pengelolaan air limbah setempat dan menurunkan idle capacity Instalasi
Pengelolaan Lumpu Tinja, maka dibuatlah mekanisme penyedotan lumput tinja
secara reguler atau dengan kata lain program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal

(L2T2).

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di indonesia juga

menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu dalam pengelolaan sanitasi



lingkungan. Pengelolaan lumpur tinja yang dihasilkan dari septik tank dan saluran
pembuangan limbah domestik ini menjadi salah satu isu penting yang saat ini
tengah di upayakan pemerintah kota medan untuk bisa mengelolanya dengan baik.
Akan tetapi bukan hanya dalam pengelolaannya saja, konstruksi bangunan
penampung lumpur tinja yang tidak mengikuti standar teknis nasional juga
menjadi salah satu masalah yang dialami oleh pemerintah kota medan saat ini. Hal
ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja menjadi terhambat

karena akses yang kurang memadai.

Dalam wupaya menangani masalah pengelolaan lumpur tinja serta
meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat, pemerintah Kota
Medan telah mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2019.
Peraturan tersebut ditetapkan sebagai langkah awal yang baik untuk mengatur
pengelolaan lumpur tinja secara terjadwal dan terencana. PDAM Tirtanadi sebagai
pelaksana peraturan walikota ini. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat
mengurangi masalah pengelolaan lumpur tinja di Kota Medan secara lebih efektif

dan efisien.

Kebijakan Peraturan Walikota Medan (PERWAL) No0.29 Tahun 2019
membahas tentang program yang dinamakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
atau biasa di singkat dengan (L2T2). Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)
merupakan layanan penyedotan lumpur tinja yang ditujukan kepada masyarakat
yang menggunakan septik tank sebagai sistem pembuangan limbah tinja. Layanan
ini menjadi salah satu yang diwajibkan pemerintah setempat seperti pemerintah

kota dalam mengatasi permasalahan pembuangan limbah tinja ilegal dan



pencemaran ekosistem air tanah yang menjadi salah satu permasalahan di
masyarakat. Layanan ini memiliki periode penyedotan (Desludging period) yang
terjadwal dengan periode penyedotan pada umumnya dilakukan 3 tahun sekali,
tetapi pelanggan mungkin memiliki periode penyedotan yang berbeda dan

ditentukan sesuai dengan klasifikasinya (Lubis & Mahardika, 2024).

Kebijakan Peraturan Walikota Medan NO.29 Tahun 2019 tentang pengelolaan
layanan lumpur tinja terjadwal oleh PDAM Tirtanadi Kota Medan merupakan
langkah penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup

masyarakat. Adapun tujuan dari program L2T2 vaitu :

a. Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang lebih
efektif dan efisien.

b. Meningkatkan kesehatan masyarakat

c. Menjaga kualitas air tanah dan air permukaan

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam
pengelolaan lumpur tinja

e. Menjadikan pengelolaan lumpur tinja sebagai sumber daya.

Pada Peraturan Walikota Medan No.29 Tahun 2019 terdpat langkah-langkah
dalam menjalankan program L2T2 vyaitu dengan memperhatikan kontruksi
bangunan lumpur tinja yang harus sesuai dengan standar teknis yang diakui secara
nasional. Selain itu bangunan penampungan lumpur tinja harus memudahkan

akses pengoperasian penyedotan limbah tinja. Selanjutnya masyarakat harus



melakukan pendaftaran dan menjadi pelanggan dari program L2T2. Setelah itu

menunggu jadwal penyedotan yang akan dilakukan olehn PDAM Tirtanadi.

Dalam jurnal yang diterbitkan (IUWASH) (Indonesia Urban Water,2020)
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) disediakan untuk masyarakat sebagai
solusi dari pembuangan limbah tinja pada septik tank yang sudah penuh. Dengan
pelaksanaan dan penyedotan yang sesuai standar operasional yang berlaku serta
diawasi secara ketat oleh lembaga terkait yang ditunjuk langsung oleh pemerintah
kota medan yang memiliki infrastruktur yang mendukung dalam pengelolaan

lumpur tinja, yang terdiri dari :

a. Pengendalian septik tank
b. Penyedotan septik tank
c. Transpotasi lumpur tinja

d. Pengelolaan lumpur tinja dalam melaksanakan program tersebut.

Kehadiran program ini diharapkan dapat mengatasi salah satu
permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan penampungan,
pengangkutan, dan pengelolaan lumpur tinja. Pelaksanaan program Layanan
Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2), baik diminta maupun tidak, akan tetap
dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga terkait,

dengan tahapan-tahapan yang telah diatur secara sistematis.

Dalam survei awal, diketahui bahwa dalam pelaksanaan program ini
terdapat beberapa permasalahan, yaitu pertumbuhan masyarakat dan penambahan

bangunan yang membuat program ini kurang efektif dan efisien. Kepadatan



penduduk di suatu kota tidak dapat dihindari, sehingga timbul permasalahan-
permasalahan kompleks yang perlu ditangani dengan cepat, salah satunya terkait
penerapan sanitasi, khususnya pengelolaan limbah tinja. Dengan situasi tersebut
pemerintah kota-kota besar di indonesia mulai mencari solusi untuk menangani
permasalahan ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak negatif dari
minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola limbah tinja yang

dihasilkan.

Selain itu banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa sedot tinja
ilegal serta masyarakat yang saluran pembuangannya langsung mengalir ke sungai
menjadikan pengimolementasian kebijakan ini semakin sulit untuk dijalankan.
Selain itu ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasikan

kebijakan ini, yaitu:

a. Keterbatasan infrastruktur dalam pembangunan septiktank
masyarakat kota medan yang tidak sesuai dengan standart nasional
serta akses yang sangat sulit dijangkau untuk dilakukan penyedotan
secara berkala.Bahkan saat ini diketahui bahwa ada masyarakat
yang tidak memiliki tangki pembuangan tinja yang pada akhirnya
tinja dialirkan ke sungai. Ini menyebabkan pencemaran lingkungan
dan dapat menimbulkan penyakit yang serius. Seharunya
masyarakat memiliki tangki penampungan tinja sesuai standart
nasional agar program ini dapat dijalankan lebih efektif dan efisien.

b. Distribusi layanan yang belum dapat dilakukan secara merata

karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap



pentingnya pengelolaan lumpur tinja secara terjadwal. Seharusnya
PDAM Tirtanadi dapat memeberikan edukasi kepada masyarakat
terkait program ini secara lebih merata kepada masyarakat kota
medan.

c. Serta kurangnya komunikasi antar lembaga terkait yang seharusnya
dapat menjalankan program ini sebaik mungkin agar masyarakat

dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan bersih.

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah dijabarkan diatas, permasalahan
yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan terkait layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2)
pada saat ini oleh PDAM Tirtanadi kota medan yang diaplikasikan melalui
penelitian  ilmiah  dengan judul: “IMPLEMENTASI PERATURAN
WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN LAYANANAN LUMPUR TINJA TERJADWAL (L2T2)

DI PDAM TIRTANADI KOTA MEDAN”

1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat mempermudah dan memperjelas penelitian ini, maka
permasalahan pokok yaitu: “Bagaimana PDAM Tirtanadi kota medan dalam
Mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan No.19 Tahun 2019 Tentang

Pengelolaan Lumpur Tinja Terjadwal di Kota Medan ?

1.3 Tujuan



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang
pengelolaan Layanan Lumput Tinja Terjadwal yang dilakukan PDAM tirtanadi
kota medan berdasarkan Perwal No.29 Tahun 2019 di wilayah kota medan sejak

ditetapkannya perwal tentang pengelolaan layanan lumpur tinja sejak 20109.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung

maupun tidak langsung. Adapun manfaat itu adalah:

a. Manfaat bagi Kepala Kantor PDAM Tirtanadi Kota Medan
Manfaat dari penelitian ini bagi PDAM Tirtanadi dapat membantu
dalam mengembangkan kebijakan lebih efektif untuk memastikan
masyarakat dalam merasakan dampak positif dari program layanan
lumpur tinja terjadwal (L2T2).

b. Manfaat Masyarakat Kota Medan
Manfaat bagi masyarakat kota medan dimana hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberi perubahan pandangan masyarakat dalam
pentingnya melakukan penyedotan limbah tinja secara berkala.

c. Manfaat bagi Peneliti
Manfaat bagi peniliti diharapkan dapat membantu mengatasi

permasalahan dalam pengelolaan limbah tinja di Kota Medan.

1.5 Sistematika Penulisan
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Pendahuluan

BAB Il

Uraian Teoritis

BAB Il

Metode Penelitian

: Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

: Pada bab ini mengemukakan teori-teori yang
melandasi penelitian, yang akan menguraikan
tentang pengertian implementasi, kebijakan publik,
implementasi  kebijakan  publik, tahap-tahap
perumusan  kebijakan  publik, unsur-unsur
implementasi  kebijakan, dan  implementasi

kebijakan pengelolaan lumpur tinja.

: Pada bab ini berisikan jenis penelitian, kerangka
konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian,
narasumber, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, dan lokasi waktu penelitian.



BAB IV
Hasil Penelitian

dan Pembahasan

BAB V

Penutup

: Pada bab ini menjelaskan hasil dari data yang
diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat
memberikan interpretasi atas permasalahan yang

diteliti.

: Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan

saran dari hasil yang diteliti.
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URAIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu implementation yang
berasal dari kata kerja (to) implement, yang artinya membuat apa yang sudah
diputuskan secara resmi atau digunakan. Sesuatu hal yang sudah ditetapkan dan
dituangkan dalam suatu kebijakan publik harus diimplementasikan. Implementasi
jalah sesuatu aktivitas yang dibuat untuk mengedarkan suatu kebijakan yang
dicoba oleh para implementor pada golongan selaku usaha untuk dapat
menciptakan suatu kebijaksanaan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai salah

satu cara untuk mengaplikasikan berbagai macam aspek tanpa adanya batasan.

Menurut (Nurhayati., 2023) implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan,
sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang
telah disusun secara cermat dan rinci. Dalam artian implementasi adalah suatu
tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang matang bersadasarkan tujuan-
tujuan tertentu. Menurut (Mamoto, 2018) implementasi adalah bukan sekedar
aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-
sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh
karena itu implementasi tidak dapat berdiri sendiri teteapi dipengaruhi oleh objek
berikutnya. Menurut (Nur et al., 2024) implementasi adalah suatu proses
membentuk suatu kaitan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan,

biasanya

10
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direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan dimana sarana-sarana tertentu
telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan tercapai,
sehingga nantinya akan menghasilkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam

suatu tindakan.

Dari beberapa pemaparan definisi diatas, penulis dapat mengartikan bahwa
implementasi adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan
sebuah kegiatan terencana atau bahkan sebuah kebijakan secara sungguh-sungguh
dengan berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang
sudah ditentukan. Oleh karena itu implementasi tidak dapat berdiri sendiri

melainkan dipengaruhi oleh objek selanjutnya.

2.1.2 Kebijakan Publik

Menurut (Astuti & Zubaedah, 2023) kebijakan publik adalah suatu
tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh
seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur
keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna
mencapai maksud dan tujuan tertentu. Menurut (Damanik et al., 2024) kebijakan
publik sesuatu apapun yang sudah di pilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan. Kebijakan publik suatu kebijakan yang telah dibuat oleh
pemerintah selaku pembuat kebijakan yang di dalamnya mengatur perintah-
perintah mengenai apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok yang

berkepentingan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.
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Sedangkan menurut (Pasien & Studi, 2024) kebijakan publik sering kali
dipahami sebagai keputusan-keputusan yang secara langsung mengatur
pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, keuangan, dan sumberdaya
manusia. Dilihat dari prosesnya bahwa kebijakan publik diartikan sebagai buah
dari terciptanya sinergi kesepakatan bahkan antara berbagai gagasan, teori,
ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem. Kebijakan pada
dasarnya menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”, didefiniskan
serta bagaimana semua persoalan tersebut diletakkan dalam agaenda kebijakan.
Kebijakan membatasi ruang lingkup dengan menetapkan pedoman untuk
pemikiran pengambilan keputusan dan menjamin bahwa keputusan yang
diperlukan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian tujuan
yang menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik ini harus diturunkan
dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku
internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah
adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa
pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa
persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat
pemerintah (negara) sebagai pemeberi layanan dan masyarakat sebagai penerima

layanan (Rizky & Mahardika, 2023).

Oleh karena itu kebijakan publik merupakan suatu instrumen untuk
melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti mengatur tentang fasilitas
umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain yang

dianggap dapat membawa dampak positif. Menurut (Mendrofa et al., 2024)
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kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasyarakat

dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Dari hasil pemaparan teori diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
kebijakan publik adalah salah satu cara pemerintah dalam menanggapi isu-isu atau
permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan membuat kebijakan, pemerintah
berharap sebuah kebijakan akan dapat menangani sebuah permasalahan yang
sedang terjadi ditengah masyarakat. Kebijakan publik adalah kebijakan substantif,
dengan demikian apabila tindakan pemerintah dalam menangani masalah
substantif dan kebijakan prosedural berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan
diselesaikan atau siapa yang akan melakukan. Adanya beberapa hal yang dimuat
dalam suatu kebijakan, yaitu mengidentifikasikan tujuan yang hendak dicapai,
taktik atau strategi untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dan penyedia
berbagai input untuk memungkinkan merealisasikan pelaksanaan taktik atau

strategi.

2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut (Sutmasa, 2021) implementasi kebijakan publik suatu tindak
lanjut dari pembuatan kebijakan yang menjadi sekuen yang sangat penting dalam
seluruh proses kebijakan, karena hanya implementasi maka tujuan dan hasil yang
hendak diwujudkan (output dan outcomes) bisa terwujud. Sedangkan menurut
(Henriyani, 2015) implementasi kebijakan publik merupakan tahapan dari

rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Di mana fungsi
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implementasi itu adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan

tujuan dan sasaran kebijakan publik diwujudkan.

Menurut (M. Irfan, 2021) implementasi kebijakan publik merupakan suatu
proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan
harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian tubuh birokrasi
demi terciptanya suatu tujuasn yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang
bisa dipercaya. Implementasi kebijakan publik tidak lain dapat mencapai tujuan
atau konsep implementasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa
yang harus dilakukan, sehingga apabila pembuat kebijakan tidak salah dalam

membuat kebijakannya.

Menurut (Henriyani, 2015) implementasi kebijakan publik merupakan
proses menjalankan, meyelengarakan dan mengupayakan keputusan kebijakan
dan alternatifnya yang telah diputuskan dengan harapan akan memperoleh suatu
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan dari
implementasi kebijakan publik sendiri adalah untuk menetapkan arah agar tujuan
kebijakan dapat di realisasikan. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat
dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program
telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan

tersebut.

Menurut (Kristian, 2023) implementasi kebijakan publik adalah proses
pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia,

permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam
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implementasi kebijakan publik atau istilah eksekusi berbagai keputusan dan
tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan

menjadi kenyataan.

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan publik merupakan tahap paling krusial dalam menentukan kebijakan
sampai dengan tahap menghubungakan anatara perencanaan dan hasil yang ingin
dicapai. Implementasi kebijakan publik dapat dikatakan sukses apabila melakukan
perencanaan yang matang secara strategi, koordinasi yang efektif antar aktor
terkait, sumber daya yang memadai, serta dilakukannya pemantauan yang bersifat
berkelanjutan. Tanpa faktor-faktor ini, meskipun kebijakan yang diambil dinilai

sudah baik, akan tetapi hasil yang diinginkan mungkin tidak akan tercapai.

2.1.4 Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh VVan Meter dan Van
Horn menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah
abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk
meraih kinerja implementasi dan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: standar
dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap
pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana,
lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Van Horn, C. E., & Van Meter, D. S.

1977 : 104).

Model pelaksanaan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan

oleh Van meter dan Van hag mengharuskan adanya kesesuaian antara keputusan
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politik, pelaksana, dan kinerja kebijakan. Mereka juga menjelaskan bahwa
perubahan, kontrol, dan kepatuhan dalam tindakan merupakan konsep penting
dalam proses implementasi. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat hal yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber
daya, karakteristik, agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi,

dan kondisi, ekonomi, politik, dan sosial.

2.1.5 Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Implementasi Kebijkan Publik
Menurut (Jumariah M, 2021) pelaksanaan kebijakan dapar diartikan
sebagai bagian dari tahap proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara
tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang
ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Ada 4 aspek yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi. Implementasi
yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang
akan dilakukan. Pengetahuan atas apa yang dikerjakan dapat berjalan bila
komunikasi antar lembaga penyelenggara kebijakan dapat berjalan dengan baik,
sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan dalam pengimplementasian
harus di transmisikan (di komunikasikan) kepada bagian yang lebih tepat.
Komunikasi adalah hal yang paling diperlukan agar para pembuat keputusan dan
para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan
yang ditetapkan kepada masyarakat; (2) Sumber daya Dalam pelaksanaan suatu
kebijakan juga harus ditunjang dengan ketersediaan sumber daya (manusia, materi
dan metoda). Bukan hanya itu dalam pelaksanaan kebijakan publik juga perlu

dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana
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kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan
cenderung tidak dapat dilaksanakan dengan efektif; (3) Disposisi atau sikap
pelaksana. Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan,
seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis . Apabila
pelkasana kebijakan memiliki posisi yang baik, maka dia diduga kuat akan
menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan
memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari
kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan
efektif dan efisien; (4) Kewenangan struktur birokrasi. Merupakan
otoritas/legistimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan yang
ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi
yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana
kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur
kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.
Keempat aspek itu dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh

kepada aspek lainnya.

Dari beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
pengimplementasian sebuah kebijakan terdapat fokus utama kepada komunikasi
yang harus dijalankan secara baik dan cermat antara pelaksana kebijakan agar
tidak menimbulkan miskomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan kepada
masyarakat. Selain itu sumber daya yang memadai harus juga memadai sehingga

kebijakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Implementasi kebijakan
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publik bukanlah proses yang linear atau sederhana. Keberhasilan implementasi
bergantung pada banyak faktor yang saling berkaitan. Perencanaan yang matang,
sumber daya yang memadai, kepemimpinan yang efektif, dukungan politik dan
sosial, serta pemantauan yang dilakukan secara berkala adalah elemen-elemen
penting yang harus diperhatikan untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan

dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
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METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Hasibuan et al., 2022)
berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu
latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel dan sumber data
dilakukan secara puposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut (Al et al., 2022) teknik penelitian kualitatif yaitu dengan
menyajikan data yang dimulai dengan meninjau semua data yang tersedia dari
berbagai sumber yang dikumpulkan, mempelajari data, menunjaunya,
menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian mengkategorisasikannya pada
langkah berikutnya, dan memeriksa validitasinya data dan menafsirkannya
dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalarnya peneliti untuk

membuat kesimpulan.

Pada intinya penelitian kualitatif adalah penelitian yang perlu dilakukan
seusai suatu masalah diteliti secara kuantitatif, tetapi belum terungkapkan
penyelesaiannya. Dapat dikatakan, jika kita belum puas dan ingin mengetahui
lebih dalam mengenai suatu permasalahan, padahal kita tidak bisa menduga

atau membuat asumsi-asumsi, maka penelitian kualitatif sangat penting untuk

19
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dilakukan. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi ilmiah dan bersifat
penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrumen kunci. Oleh karena
itu, peneliti harus berbekal wawasan yang luas agar dapat bertanya,

menganalisis, dan mengkonstruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

3.2 Kerangka Konsep

Peraturan Walikota Medan No0.29 Tahun 2019 tentang program Layanan
Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) mengacu kepada sistem atau pendekatan
yang dirancang untuk pengelolaan dan penangan lumpur tinja secara
terjadwal, terstruktur, dan berkelanjutan. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi
masalah pembuangan dan pengelolaan lumpur tinja yang sering kali menjadi
tantangan dalam pengelolaan sanitasi, terutama di daerah perkotaan yang
memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi serta sistem

pengelolaan tinja yang kurang memadai.
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Gambar 3. 1 Kerangka Konsep

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14

Tahun 2016
. . - Peraturan Walikota Medan
Sistem pengelolaan limbah tinja (PERWAL) Nomor 29 Tahun
yang lebih efektif dan efisien. 2019

1. Mencegah pencemaran
lingkungan.

2. Meningkatkan kesehatan
masyarakat.

3. Pengelolaan secara efektif
dan efisien.

4. Memudahkan akses
penyedotan.




22

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan suatu gambaran atau rancangan yang telah di
pikirkan secara matang-matang. Rancangan tersebut dibuat sebagai perencanaan
yang mudah dipahami dan dimengerti agar segala kegiatan dapat berjalan dengan

sistematis dan lancar.

Dari definisi konsep tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan

konsep-konsep berikut:

a. Implementasi
Merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan
sebuah kegiatan terencana atau bahkan sebuah kebijakan secara sungguh-
sungguh dengan berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai suatu
tujuan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu implementasi tidak dapat
berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh objek selanjutnya.

b. Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah salah satu cara pemerintah dalam menanggapi isu-
isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan membuat
kebijakan, pemerintah berharap sebuah kebijakan akan dapat menangani
sebuah permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.

c. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi  kebijakan publik merupakan tahapan paling krusial dalam

menentukan sebuah kebijakan sampai dengan tahap menghubungkan antara

perencanaan yang matang secara strategi, koordinasi yang efektif antar aktor
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terkait, sumber daya yang memadai, serta dilakukannya pemantauan yang bersifat
berkelanjutan.
3.4 Kategorisasi Penelitian
Kategorisasi adalah suatu proses pengelompokkan dari sebuah objek, ide dan

konsep kedalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kesamaan atau bahkan
perbedaan yang dimiliki. Kategorisasi juga menjadi alat ukur suatu variabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian
pendukung untuk menganalisis variabel tersebut. Berikut kategorisasi dari
variabel penelitian ini adalah:

1. Adanya perbaikan birokrasi menuju yang lebih baik.

2. Adanya sistem jaringan kerja yang jelas.

3. Adanya perwujudan tujuan untuk meningkatnya kesehatan masyarakat.

4. Adanya mandat yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kebijakan.
3.5 Key Informan

Penelitian informan dalam penelitian ini adalah sekelompok orang atau
individu yang benar-benar mengetahui dan menjalankan tentang tema penelitian
yaitu Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang
Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di PDAM Tirtanadi Kota
Medan. Dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian :
1. Kepala Bagian Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi
Nama : Ummi Kholila
Jabatan : Kepala Bagian Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi Cabang

Pemasaran Air Limbah Kota Medan
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Pendidikan : S1

2. Pegawai Hub-lang
Nama : Putri Ayunda
Jabatan :Pegawai Hub-Lang
Pendidikan : S1

3. Asisten Umum
Nama :Robianta Sinurat
Jabatan : Asisten Umum

Pendidikan : S1

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data , yaitu:
1. Pengumpulan Data Primer
Proses pengumpulan data yang dilakukan langsung dari sumber asli atau objek
yang diteliti tanpa perantara atau orang ketiga. Biasanya data yang dihasilkan
akan lebih valid dan relevan dengan tujuan penelitian karena diperoleh dengan
cara melakukan observasi dan wawancara langsung dari individu, kelompok atau
objek yang bersangkutan.
Wawancara dilakukan secara mendalam (in depth interview) ke dinas
pelaksana kebijakan yaitu kantor PDAM Tirtanadi. Hasil wawancara merupakan
data primer yang merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari

sumbernya.
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2. Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder

penelitian juga mencakup penanganan dalam prose pelaksanaan program L2T2.

Dari pemerintah kota sampai dengan dinas pelaksana yaitu PDAM Tirtanadi.

Selain itu, data sekunder didapat dari hasil studi pustaka dalam bentuk hasil

penelitian sebelumnya, berita-berita di media massa dan literatur terkait.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang sistematis menyusun data yang
diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan
data ke dalam kategori, menguraikan dalam satuan, mensitesiskannya, menusun
modelnya, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik
kesimpulan yang mudah untuk mereka sendiri dan orang lain untuk memahami.

1. Pengumpulan data, dapat diartikan untuk mengumpulkan informasi yang
akurat, lengkap, dan relevan agar dapat digunakan untuk menjawab
pertanyaan dan mendukung sebuah penelitian.

2. Penyajian data, penyusunan serta penyajian informasi dalam format yang
mudah untuk dipahami dengan tujuan untuk membuat data yang lebih jelas,
terstruktur, dan dapat diinterpretasikan secara efektif sehingga pengguna dan
audiensi dapat menarik kesimpulan yang bermanfaat dari data yang sudah
disajikan.

3. Penarikan simpulan, suatu proses menarik sebuah keputusan atau

pemahaman dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan tujuan
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untuk memberikan arah yang jelas dalam pembuatan keputusan, kebijakan,
atau rekomendasi berdasarkan informasi yang sudah diperoleh.
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan dilakukannya penelitian
dalam mencari dan mengumpulkan data yang akan dibutuhkan saat melakukan
penelitian.
Penelitian ini dilakukan di kantor PDAM Tirtanadi Kota Medan yang
beralamat di Jalan Sisingamaraja No.1, pasar Baru, kecamatan Medan Kota, Kota

Medan, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian 12 november — 27 maret 2025.

Gambar 3. 2 Lokasi PDAM Tirtanadi kota Medan

i9 -

PDAM Tirtanadi

g Vecamalan
~ Madnn Arsa

Kecansatan
Modan Kotn

Sumber:
https://www.bing.com/maps?g=lokasi+kantor+pusat+PDAM-+tirtanadi+kota+med
an

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian
3.9.1 Sejarah Singkat PDAM Tirtanadi

PDAM Tirtanadi dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda dibawah

penanggung jawab Direktur Deli Maatchappij Hendrik Cornelius Van Den


https://www.bing.com/maps?q=lokasi%2Bkantor%2Bpusat%2BPDAM%2Btirtanadi%2Bkota%2Bmedan
https://www.bing.com/maps?q=lokasi%2Bkantor%2Bpusat%2BPDAM%2Btirtanadi%2Bkota%2Bmedan
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Honert, Direktur Deli Steenkolen Maatchappij Pieter Kolff dan Direktur Deli
Spoorweg Maatschappij Charles Marie Hernkenath pada tanggal 8 september
1905 yang awalnya bernama NV Waterleiding, Maatschappij Ajer Beresih dengan

kantor pusatnya berada di Amsterdam, Belanda.

Pada tanggal 10 september 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara No.10 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi yang
menyatakan bahwa tujuan pokok PDAM Tirtanadi adalah untuk mengelola dan
menyelenggarakan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan
dan untuk membantu mengembangkan perekonomian daerah, meningkatkan
pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas lingkukan dengan memberikan
pelayanan pengumpulan dan penyaluran air limbah melalui sistem perpipaan

dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

3.9.2 Visi PDAM Tirtanadi
Visi :
PDAM Tirtanadi menjadi perusahaan pengelola air minum dan air limbah yang

terdepan di Indonesia, sehat dan memberikan pelayanan prima kepada pelanggan.

3.9.3 Misi PDAM Tirtanadi
Misi :
1. Memberikan pelayanan air minum kepada msyarakat yang memenuhi azas
kualitas, kuantitas dan kontinuitas serta keterjangkauan masyarakat dengan

menerapkan Good Corporate Govermance yang didukung oleh SDM yang

berintegritas, berkemampuan, dan profesional.
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2. Menunjang peningkatan kualitas lingkungan dengan mengembangkan

pelayanan air limbah.

3. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan dan pendapatan asli daerah

dan membantu mengembangkan daerah.

Gambar 3. 3 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah
didapat dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Metode
penelitian yang digunakan selama proses pengumpulan data adalah dengan bentuk
observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan dengan cara
menggambarkan objek penelitian yang sedang berlangsung berdasarkan fakta-
fakta yang terlihat di lapangan. Data yang diperoleh melalui penelitian ini diambil
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Implementasi Perwal Kota
Medan No 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
(L2T2) di PDAM Tirtanadi Kota Medan dan kemudian akan dianalisis untuk

menarik kesimpulan yang sebagaimana adanya.

Penelitian ini dilaksanakan pada 04 Maret 2025 sampai 27 Maret 2025 di
Kantor Cabang Pemasaran Air Limbah PDAM Tirtanadi Kota Medan. Observasi
dan wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban-jawaban dari masalah yang

diteliti dan memperoleh data-data lain sebagai pendukung dalam penelitian ini.

4.1.1 Deskripsi Key Infroman

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan wawancara
key informan guna memperoleh informasi yang mampu menjawab permasalahan-
permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun key informan beserta

jabatannya adalah sebagai berikut :

29
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Tabel 4.1 Indentitas Informan

NO. NAMA JABATAN

1 Ummi Kholilah Kepala Bagian Pemasaran Air Limbah
2 Putri Ayunda Pegawai Hub-Lang

3 Robianta Sinurat Asisten Umum

Wawancara merupakan percakapan antara dua individu atau lebih yang
berlangsung antara pewawancara dengan key informan dengan tujuan untuk
mengumpulkan informasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan
sistematis dan terarah, yaitu penulis telah mempersiapkan draft wawancara secara
jelas dan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun objek yang diteliti oleh

penulis ialah sebagai berikut :

Peraturan Walikota Medan No 29 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) adalah sebuah program yang dibuat
olen pemerintah kota medan agar dapat mengatasi permasalah tentang
pengelolaan limbah rumah tangga yang berasal dari tangki septik masyarakat yang
dilakukan oleh PDAM Tirtanadi yang ditunjuk sebagai pelaksana program L2T2

yang dilakukan secara terjadwal.
4.2 Deskripsi Haail Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan, bahwa :

4.2.1 Perbaikan Birokrasi Menuju yang Lebih Baik

Reformasi birokrasi menunjukkan bahwa perbaikan birokrasi berperan

penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
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Reformasi ini mencakup penyederhanaan prosedur, penerapan e-government,

serta pengurangan praktik korupsi dan nepotisme.

Sebagaimana menurut pendapat ibu ummi kholila yang menyatakan
bahwa bentuk birokrasi yang dijalankan di PDAM Tirtanadi tentang program
L2T2 yaitu:

“Perbaikan birokrasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu :

Membentuk struktur organisasi yang akan mendukung dan
melaksanakan program L2T2. Dibutuhkan personil untuk
pelaksanaan program L2T2 tersebut mulai dari rumah pelanggan
sampai dengan pengolah di IPLT.

Penyusunan peraturan-peraturan yang mendukung program L2T2 ”

Tidak hanya bicara tentang perbaikan birokrasi intansi pemerintahan juga

harus melakukan perencanaan implementasi L2T2dengan cara:

Menurut narasumber mba putri ayunda selaku pegawai bagian Hub-Lang:

“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Bappeda
bertanggung jawab dalam penyusunan rencana bantuan pemerintah untuk
pengembangan layanan lumpur tinja, termasuk perencanaan strategis dan
penganggaran program L2T2. Dinas Pekerjaan Umum: Bertanggung jawab

atas standarisasi teknis dan pengadaan prasarana, termasuk unit setempat,
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stasiun penerima, dan fasilitas pengolahan lumpur tinja. Dinas Lingkungan
Hidup: Bertanggung jawab atas pemeliharaan lahan tempat Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada dan pemantauan dampak
lingkungan, khususnya terkait kualitas efluen IPAL dan IPLT, kualitas lumpur

olahan, serta timbulan bau dan dampak estetik lainnya™

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program
L2T2 sesuai dengan yang dilakukan dilapangan, berdasarkan data dari key
informan pak robby :

“Peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan

pelaksanaan program L2T2 ini yaitu dengan Penyusuan Peraturan mengenai

Program L2T2, membantu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat.”
Implementasi program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)
melibatkan berbagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab
spesifik guna memastikan keberhasilan program tersebut. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab dalam menyusun
perencanaan strategis dan penganggaran program L2T2 serta memastikan
kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan.
Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam penyediaan infrastruktur pendukung
untuk pengelolaan lumpur tinja, termasuk pembangunan dan pemeliharaan
instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) serta fasilitas terkait lainnya.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam

pengawasan dampak lingkungan dari pengelolaan lumpur tinja, termasuk



33

pemantauan kualitas efluen dari instalasi pengolahan lumpur tinja untuk

memastikan tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, penerapan
e-government, serta pengurangan praktik korupsi dan nepotisme. Studi oleh
Pollitt & Bouckaert (2017) menegaskan bahwa birokrasi yang efektif dapat
mempercepat pengambilan keputusan serta memberikan pelayanan yang lebih
transparan dan akuntabel. Dalam konteks PDAM Tirtanadi, perbaikan
birokrasi dalam pelaksanaan program L2T2 dilakukan dengan menyusun
jadwal penyedotan lumpur tinja secara sistematis setiap tiga tahun berdasarkan
data pendaftaran pelanggan agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang berlaku. Selain itu, PDAM Tirtanadi terus berkoordinasi dengan
Pemerintah Kota Medan, termasuk melakukan kunjungan ke Dinas
Lingkungan Hidup Kota Medan untuk memastikan pengelolaan limbah yang

efektif dan efisien.

Maka dari itu dapat disimpulkan PDAM Tirtanadi melakukan perbaikan
birokrasi dalam pelaksanaan program L2T2 melalui penyusunan jadwal
penyedotan lumpur tinja yang sistematis setiap tiga tahun berdasarkan data
pendaftaran pelanggan agar pelaksanaannya sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, serta dengan terus berkoordinasi
dengan Pemerintah Kota Medan, termasuk melakukan kunjungan ke Dinas
Lingkungan Hidup Kota Medan guna memastikan pengelolaan limbah yang

efektif dan efisien.
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Di sisi lain, keberhasilan program L2T2 tidak hanya bergantung pada
perbaikan birokrasi, tetapi juga memerlukan perencanaan dan implementasi
yang terstruktur dari berbagai instansi pemerintah. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab dalam menyusun rencana
bantuan pemerintah untuk pengembangan layanan lumpur tinja, termasuk
perencanaan strategis dan penganggaran program. Dinas Pekerjaan Umum
berperan dalam standarisasi teknis serta pengadaan prasarana, seperti unit
setempat, stasiun penerima, dan fasilitas pengolahan lumpur tinja. Sementara
itu, Dinas Lingkungan Hidup bertugas dalam pemeliharaan lahan tempat
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada serta pemantauan dampak
lingkungan, khususnya terkait kualitas efluen IPAL dan IPLT, kualitas lumpur

olahan, serta timbulan bau dan dampak estetik lainnya.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan
implementasi program L2T2 berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal
ini melibatkan koordinasi antarinstansi, pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan, serta penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat agar program

dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Sehingga dapat disimpulkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) bertanggung jawab dalam penyusunan rencana bantuan pemerintah
untuk pengembangan layanan lumpur tinja, termasuk perencanaan strategis
dan penganggaran program L2T2. Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam
standarisasi teknis serta pengadaan prasarana, seperti unit setempat, stasiun

penerima, dan fasilitas pengolahan lumpur tinja. Sementara itu, Dinas
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Lingkungan Hidup bertugas dalam pemeliharaan lahan tempat Instalasi
Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada serta pemantauan dampak
lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas efluen IPAL dan IPLT,

kualitas lumpur olahan, serta timbulan bau dan dampak estetik lainnya.

4.2.2 Sistem Jaringan Kerja yang Jelas
Penelitian oleh Provan & Kenis (2008) menunjukkan bahwa sistem
jaringan kerja yang terstruktur dengan baik memungkinkan organisasi
untuk bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan bersama. Jaringan kerja
ini mencakup kolaborasi antar lembaga pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam sektor kesehatan, sistem jaringan kerja yang jelas dapat
mempercepat koordinasi antara rumah sakit, puskesmas, serta dinas
kesehatan dalam menangani pasien dan mendistribusikan obat serta
fasilitas medis. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan sistem informasi

kesehatan yang memungkinkan pertukaran data pasien secara lebih efisien.
Berdasarkan hasil wawancara dengan buk ummi kholila, terdapat
sistem kerja yang jelas dalam pelaksanaan program Layanan Lumpur Tinja

Terjadwal (L2T2).

Ibu Umi kholila mengatakan :

“Dalam menjalankan program L2T2 harus memiliki sistem kerja
yang jelas agar berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Masing-
masing orang yang terlibat dalam pelaksanaan program L2T2 ini memiliki
tugas masing-masing. Misalnya dalam melakukan penyedotan septik tank

hingga pengolahan akhir lumpur
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tinja. Masing-masing pihak terkait dalam menjalankan program L2T2
memiliki komunikasi yang intens yang memastikan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat adalah baik. Komunikasi antar pihak yang
terkait dapat dilakukan dengan bersurat dan media telekomunikasi.
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja antar unit terkait merupakan
salah cara yang efektif dalam hal peningkatan pelayanan L2T2 kepada

pelanggan khususnya dan masyarakat pada umumnya.”

Seperti yang di katakan mba putri ayunda tentang bagaimana
komunikasi serta koordinasi dari pihak terkait dalam menjalankan program
I2t2 dan apakah koordinasi itu efektif :

“Komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait sangat
penting dalam menjalankan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
(L2T2). Berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait berperan
dalam memastikan kelancaran program ini melalui koordinasi dan
komunikasi yang baik. Contohnya: Sosialisasi Program: Lembaga
operator, seperti PDAM Tirtanadi, bertanggung jawab memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan jadwal
pelaksanaan L2T2. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan partisipasi
dan pemahaman masyarakat.”

Selanjutnya berdasarkan pendapat dari pak robby mengenai koordinasi :

“Dalam pelaksanaan L2T2 ini terdapat koordinasi antar unit
terkait bukan hanya itu juga terdapat koordinasi yang dilakukan oleh

antar instansi pemerintah agar dalam pelaksanaan program ini dapat
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sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Selain itu koordinasi yang
baik di internal instansi dapat menjalin silaturahmi yang baik antar
pekerja yang menjalankan program 12t2. Bukan hanya itu pekerja akan

ikut menjelaskan kepada masyarakat agar bisa menerima program L2T2.

Program ini dirancang untuk melakukan penyedotan lumpur tinja
dari tangki septik masyarakat secara berkala, biasanya setiap tiga tahun
sekali, tergantung pada kondisi dan kesepakatan di masing-masing daerah.
Sistem kerja yang diterapkan dalam program L2T2 melibatkan beberapa
tahapan utama, vyaitu pendaftaran pelanggan, penetapan jadwal
penyedotan, dan pelaksanaan penyedotan.

Pada tahap pendaftaran pelanggan, masyarakat mendaftarkan diri
sebagai peserta program melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah
daerah, seperti PDAM atau unit pengelola air limbah setempat.
Selanjutnya, lembaga pengelola menentukan jadwal penyedotan lumpur
tinja secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disusun
berdasarkan data pelanggan dan kapasitas layanan yang tersedia. Pada
tahap pelaksanaan, petugas melakukan penyedotan lumpur tinja dari tangki
septik pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses ini
dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
memastikan kualitas layanan serta menjaga keamanan lingkungan.Dengan

sistem Kkerja yang terstruktur ini, program L2T2 diharapkan dapat
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meningkatkan efektivitas pengelolaan air limbah domestik, menjaga
kesehatan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif
antara pihak-pihak terkait sangat berperan dalam keberhasilan
implementasi program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).
Berbagai instansi pemerintah dan lembaga pengelola sanitasi bekerja sama
dalam memastikan program ini berjalan sesuai rencana. Salah satu bentuk
komunikasi yang dilakukan adalah melalui sosialisasi program kepada
masyarakat. Lembaga operator, seperti PDAM Tirtanadi, memiliki
tanggung jawab untuk memberikan informasi mengenai tujuan, manfaat,
serta jadwal pelaksanaan L2T2. Sosialisasi yang dilakukan secara
sistematis dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran serta
partisipasi masyarakat dalam program ini.

Koordinasi antar unit terkait dalam program L2T2 terbukti menjadi
faktor kunci dalam keberhasilannya. Koordinasi yang baik memungkinkan
penyusunan jadwal penyedotan lumpur tinja yang lebih efektif,
memastikan kelancaran proses operasional, serta meningkatkan efisiensi
dalam pengelolaan limbah domestik. Selain itu, koordinasi yang erat
antara pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup, dan PDAM membantu
dalam mengatasi kendala teknis serta memastikan program tetap berjalan
sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan adanya sistem komunikasi

dan koordinasi yang terstruktur, program L2T2 dapat memberikan manfaat
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optimal bagi peningkatan sanitasi masyarakat serta pengurangan
pencemaran lingkungan.
4.2.3 Perwujudan Tujuan untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Banyak penelitian menyoroti pentingnya kebijakan kesehatan
berbasis bukti (evidence-based policy) dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat. Menurut penelitian dari World Health Organization
(WHO), keberhasilan suatu kebijakan kesehatan sangat bergantung pada
perencanaan berbasis data, edukasi kesehatan, serta penguatan sistem
layanan kesehatan primer.

Peningkatan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui
berbagai inisiatif, seperti peningkatan cakupan imunisasi, program
pencegahan penyakit menular, serta promosi gaya hidup sehat. Studi dari
Marmot (2005) juga menekankan bahwa faktor sosial-ekonomi dan
lingkungan memiliki peran besar dalam menentukan status kesehatan
masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus memperhitungkan
faktor determinan sosial kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikatakan buk ummi adalah :

“Program L2T2 adalah program penyedotan tangki septik secara
berkala yang salah satu tujuan yang akan dicapai adalah mengurangi
pencemaran lingkungan dan menjaga air tanah dari bakteri yang
bersumber dari tinja yang telah meresap ke dalam tanah. Dengan

terlaksananya program L2T2 ini tentu saja secara otomatis meningkatkan
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derajat kesehatan masyarakat karena berkurangnya pencemaran
lingkungan dan terjaganya sumber air tanah.”

Menurut mba puti ayunda tentang program L2T2 apakah sudah
membantu meningkatkan kesehatan masyarakat :

“Sudah, Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)
bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui
pengelolaan limbah tinja yang lebih baik. Dengan penyedotan rutin tangki
septik, program ini mencegah pencemaran lingkungan yang dapat
menyebabkan penyakit seperti diare dan cacingan. Selain itu, L2T2
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan
limbah yang aman, yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan
masyarakat. Meskipun data spesifik mengenai peningkatan derajat
kesehatan belum tersedia, implementasi program ini diharapkan dapat
memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Program
(L2T2) dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup

masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan kebersihan

Berdasarkan pendapat dari pak robby mengenai hal ini adalah :

“Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dirancang untuk
mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat melalui
pengelolaan limbah tinja yang lebih baik. Dengan penyedotan rutin tangki
septik, program ini mencegah pencemaran lingkungan yang dapat
menyebabkan penyakit menular. Selain itu, L2T2 meningkatkan kesadaran

masyarakat akan tanggung jawab dalam mengelola air limbah yang
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dihasilkan, yang berkontribusi pada pencegahan penyebaran penyakit.
Meskipun data spesifik mengenai penurunan angka penyakit belum
tersedia, implementasi program ini diharapkan dapat memberikan dampak
positif terhadap kesehatan masyarakatDengan terlaksananya program
L2T2 ini diharapkan mengurangi dan mencegah resiko penyebaran
penyakit di lingkungan masyarakat, terutama untuk penyakit kulit, disentri
bahkan stunting. Program L2T2 yang bertujuan menjaga kebersihan
lingkungan secara langsung berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Lingkungan yang bersih dan sehat juga berdampak langsung terhadap
kualitas kesehatan masyarakat.”

Pengaruh Program L2T2 dalam Mengurangi Risiko Penyebaran
Penyakit Penelitian ini juga menemukan bahwa program L2T2 membantu
mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat melalui
pengelolaan air limbah yang lebih efektif. Penyedotan rutin tangki septik
mencegah pencemaran sumber air tanah serta lingkungan sekitar, yang
merupakan faktor utama dalam penyebaran penyakit menular berbasis air.
Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat
dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memahami pentingnya
pengelolaan air limbah secara aman. Walaupun belum terdapat data
spesifik mengenai penurunan angka penyakit akibat program ini,
penerapan L2T2 diperkirakan mampu mengurangi risiko penyebaran

penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk.
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Dampak Program L2T2 terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat
hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Layanan Lumpur Tinja
Terjadwal (L2T2) berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dengan memastikan pengelolaan limbah tinja yang lebih baik.
Penyedotan rutin tangki septik mencegah pencemaran lingkungan yang
dapat menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare, cacingan, dan infeksi
saluran pencernaan. Selain itu, program ini juga meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang aman, sehingga secara
tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat.
Meskipun belum tersedia data spesifik mengenai dampak langsung
terhadap kesehatan, implementasi program ini diharapkan mampu
menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based policy)
berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Keberhasilan suatu kebijakan kesehatan sangat bergantung pada
perencanaan berbasis data, edukasi kesehatan, serta penguatan sistem
layanan kesehatan primer. Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
(L2T2) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan
masyarakat melalui pengelolaan limbah yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program L2T2
berkontribusi dalam mencegah pencemaran lingkungan yang dapat
menyebabkan penyakit menular, seperti diare dan cacingan. Penyedotan

rutin tangki septik tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga
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meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang aman.
Selain itu, program ini berperan dalam mengurangi risiko penyebaran
penyakit yang disebabkan oleh air limbah domestik yang tidak terkelola
dengan baik.

Secara keseluruhan, L2T2 memberikan dampak positif terhadap
kualitas hidup masyarakat dalam aspek kesehatan dan kebersihan.
Lingkungan vyang lebih bersih berkontribusi pada kesejahteraan
masyarakat serta mengurangi beban biaya kesehatan akibat penyakit yang
ditimbulkan oleh sanitasi yang buruk. Dengan demikian, program ini tidak
hanya berfungsi sebagai pengelolaan limbah, tetapi juga sebagai strategi
preventif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

4.2.4 Mandat Penyelesaian Kebijakan

Mandat kebijakan merupakan instrumen penting dalam implementasi
kebijakan publik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sabatier &
Mazmanian (1980), keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi
oleh kejelasan mandat yang diberikan kepada lembaga pelaksana. Mandat ini
mencakup regulasi, anggaran, serta kewenangan yang jelas dalam mengambil

keputusan.

Dalam konteks kebijakan kesehatan, mandat yang jelas memungkinkan
program kesehatan nasional, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dapat
diimplementasikan dengan baik. Studi dari Pressman & Wildavsky (1973)
menunjukkan bahwa kebijakan yang memiliki mandat kuat dan didukung oleh

aktor-aktor yang kompeten memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi
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dibandingkan dengan kebijakan yang implementasinya tidak terstruktur

dengan baik.

Berdasarkan yang dikatakan buk ummi kholila :

“Perumda Tirtanadi sebagai operator L2T2 yang ditunjuk oleh

Pemerintah Provinsi berusaha keras untuk menjalankan program L2T2 ini.
Dimulai dari pengenalan apa itu L2T2 hingga implementasinya melalui
pelaksanaan penyedotan lumpur tinja berkala secara rutin dan kemudian
diolah di Pengolahan Lumpur Tinja yang juga dikelola oleh Perumda
Tirtanadi. Pada dasarnya pelaksanaan program L2T2 tetap memiliki kendala
dalam pelaksanaannya. Terutama adanya penolakan dari masyarakat yang
menganggap penyedotant tangki septik tidak perlu dan tidak bermasalah atau
pun tidak pernah penuh. Perlu usaha untuk meyakinkan masyarakat betapa
pentingnya program L2T2 untuk kebaikan masa depan bersama.
Dalam pelaksanaan Program L2T2 ini tantangan terbesarnya adalah
masyarakat yang belum menerima sepenuhnya tujuan dari program ini.
Adanya pengenaan tarif juga menjadi salah satu hambatan dalam
pelaksanaannya. Perlu dikuatkan aturan mengenai keharusan menjaga
kebersihan lingkungan dan juga kesadaran individual mengenai kebaikan dari
program L2T2 ini.”

Sedangkan menurut mba Purtri Ayunda selaku pegawai bagian Hub-Lang
dalam hal mandat yang diberikan untuk menjalankan program kerja ini adalah:

“Dalam menjalankan program (L2T2) amanah yang diberikan

dapat berbentuk berbagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan
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penuh integritas dan kepedulian. Contohnya : amanah dalam pengelolaan
sumber daya, amanah dalam keberlanjutan program, amanah dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat, amanah dalam kejujuran dan
akuntabilitas. pelaksanaan amanah dalam program L2T2 sudah sesuai
dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan, diperlukan evaluasi
dan pemantauan berkala. ”

Kesesuaian Pelaksanaan Mandat dengan Rencana dan Jadwal
Pelaksanaan mandat dalam program L2T2 secara umum telah mengikuti
rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Namun, untuk memastikan
efektivitas program, diperlukan evaluasi dan pemantauan berkala guna
menilai apakah seluruh tahapan pelaksanaan telah berjalan sesuai dengan
standar operasional yang berlaku serta apakah terdapat aspek yang perlu
diperbaiki atau disesuaikan.

Selanjutnya menurut pendapat dari bapak robby bahwa :

“Dalam pengimplementasian program ini, ada beberapa hal yang
menjadi hambatan yang paling utama dan sering menimnulkan kesalah
pahaman adalah tentang mandat dalam melaksanakan penyedotan. dalam
pelaksanaan amanah dalam program L2T2, terdapat beberapa hambatan
atau tantangan yang dapat dihadapi, antara lain:

- kurangnya tenaga ahli atau pendamping

- partisipasi masyarakat yang kurang

- kurangnya koordinasi antara pihak terkait, seperti pemerintah, Ism,

dan masyarakat, yang menyebabkan pelaksanaan tidak optimal.
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- adanya tumpang tindih kebijakan atau regulasi yang memperlambat
implementasi program.”

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan = Mandat
Dalam implementasi program L2T2, terdapat beberapa hambatan dan
tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan. Beberapa di
antaranya meliputi:

a. Kurangnya tenaga ahli atau pendamping yang berkompeten
dalam pengelolaan dan pelaksanaan program, sehingga
berdampak pada efektivitas layanan.

b. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, yang
dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai
pentingnya sanitasi dan pengelolaan limbah yang baik.

c. Kurangnya koordinasi antara pihak terkait, termasuk
pemerintah, LSM, dan masyarakat, yang dapat
menyebabkan ketidaksepahaman atau keterlambatan dalam
implementasi program.

d. Tumpang tindih kebijakan atau regulasi, yang dapat
memperlambat proses pengambilan  keputusan dan

pelaksanaan di lapangan.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui peningkatan
koordinasi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan regulasi yang lebih
terintegrasi, diharapkan program L2T2 dapat berjalan lebih optimal dalam

meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat.



47

Mandat kebijakan merupakan instrumen yang sangat penting dalam
keberhasilan implementasi kebijakan publik. Berdasarkan penelitian Sabatier &
Mazmanian (1980), kejelasan mandat yang diberikan kepada lembaga pelaksana
berpengaruh besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Mandat ini
mencakup regulasi, anggaran, serta kewenangan dalam pengambilan keputusan,

yang harus dijalankan dengan akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pelaksanaan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2),
terdapat berbagai bentuk mandat yang diberikan kepada pihak terkait untuk
memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Mandat tersebut mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya,
keberlanjutan program, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta

penerapan prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan.

Dalam konteks kebijakan kesehatan dan sanitasi, mandat yang jelas
memungkinkan program nasional, seperti Layanan Lumpur Tinja Terjadwal
(L2T2), dapat diimplementasikan secara efektif. Studi Pressman & Wildavsky
(1973) menunjukkan bahwa kebijakan dengan mandat kuat dan didukung oleh
aktor-aktor yang kompeten memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi
dibandingkan dengan kebijakan yang implementasinya tidak terstruktur dengan

baik.

Pelaksanaan program L2T2 mencakup berbagai bentuk mandat yang
diberikan kepada pihak terkait, termasuk pengelolaan sumber daya, keberlanjutan

program, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sanitasi yang lebih
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baik. Evaluasi dan pemantauan berkala sangat diperlukan untuk memastikan
bahwa pelaksanaan program tetap sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah

ditetapkan serta berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam implementasi program ini terdapat sejumlah
hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, seperti
kurangnya tenaga ahli, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, kurangnya
koordinasi antar pihak terkait, serta adanya tumpang tindih kebijakan atau regulasi
yang memperlambat implementasi.

Dengan mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui peningkatan
koordinasi antarinstansi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan regulasi
yang lebih terintegrasi, diharapkan program L2T2 dapat berjalan lebih optimal
dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat secara
keseluruhan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbaikan Birokrasi Menuju Yang Lebih Baik

Menurut (M. Irfan, 2021) implementasi kebijakan publik merupakan suatu
proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan
harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian tubuh birokrasi
demi terciptanya suatu tujuasn yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang
bisa dipercaya. Implementasi kebijakan publik tidak lain dapat mencapai tujuan
atau konsep implementasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa
yang harus dilakukan, sehingga apabila pembuat kebijakan tidak salah dalam
membuat kebijakannya.

Dalam Penelitian ini, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari

implementasi peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2019 tentang pengelolaan
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layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) oleh pdam tirtanadi kota medan sudah

terlaksanakan. Akan tetapi masih ada beberapa perbaikan yang harus dibenahi
terutama masalah komunikasi antar pemerintah kota medan dengan pdam tirtanadi
selaku pelaksana program ini.

4.3.2 Sistem Jaringan Kerja Yang Jelas

Menurut (Henriyani, 2015) implementasi kebijakan publik merupakan
proses menjalankan, meyelengarakan dan mengupayakan keputusan kebijakan
dan alternatifnya yang telah diputuskan dengan harapan akan memperoleh suatu
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan dari
implementasi kebijakan publik sendiri adalah untuk menetapkan arah agar tujuan
kebijakan dapat di realisasikan. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat
dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program
telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan

tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait sistem jaringsn kerja dalam
melaksanakan program layanan lumpur tinja di kota medan ini sudah terjalin
dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ditentukan. Terutama tentang sosialisasi
yang dilakukan pihak pdam tirtanadi kepada masyarakat terkait dampak positif yang

dihasilkan dari program ini jika berhasil dilakukan dengan baik.

4.3.3 Perwujudan Tujuan untuk Mewujudkan Meningkatkan Kesehatan

Masyarakat.

Menurut (Sutmasa, 2021) implementasi kebijakan publik suatu tindak
lanjut dari pembuatan kebijakan yang menjadi sekuen yang sangat penting dalam
seluruh proses kebijakan, karena hanya implementasi maka tujuan dan hasil yang

hendak diwujudkan (output dan outcomes) bisa terwujud.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa program layanan lumpur tinja

terjadwal ini memiliki dampak yang positif terkait dalam meningkatkan derajat
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kesehatan masyarakat, dengan cara masyarakat harus memiliki tangki septick agar

limbah tinja bisa desedot secara teratur. Langkah ini juga bisa mengurangi resiko
pencemaran lingkungan. Akan tetapi masyarakat juga perlu menyadari bahwa
menjaga lingkungan adalah tanggung jawab mereka juga agar terhidar dari penyakit

menular.

4.3.4 Mandat Penyelesaian Kebijakan.

Menurut (Kristian, 2023) implementasi kebijakan publik adalah proses
pengubahan masukan manusia dan material, termasuk informasi, teknis, manusia,

permintaan dan dukungan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Dalam
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implementasi kebijakan publik atau istilah eksekusi berbagai keputusan dan
tindakan eksekutif yang berupaya mengubah mandat yang telah ditetapkan

menjadi kenyataan.

Dari hasil penelitian perihal mandat yang diberikan dalam menjalankan
program layanan lumpur tinja terjadwal ini, pemerintah dan pdam tirtanadi beker;j
sama dengan pihak swasta dalam melakukan penyedotan. Akan tetapi yang terjadi
dilapangan diluar dugaan, pasalnya terdapat beberapa kasus yang terjadi bahwa
pihak swasta melakukan penyedotan septic tank dirumah warga. Tetapi ketika
disurvey kembali oleh pihak tirtanadi terdapat masalah seperti alamat rumah yang
berbeda, atau bahkan dokumentasi lokasi penyedotan rumah yang tidak sama.
Juga ditemukan laporan bahwa rumah warga tersebut belum pernah disedot tetapi
laporan dari pihak swasta sudah melakukan penyedotan. Ini menimbulkan
kekeliruan antara masyarakat, pdam tirtanadi dan pihak swasta. Oleh sebab itu
pdam tirtanadi melakukan survey ulang dan evaluasi terhadap pihak swasta agar

menjalankan tugas lebih efektif lagi.
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BAB V

PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yang kemudian penulis
melengkapkannya dengan penyajian data dari pembahasan, maka penulis akan
menyimpulkan pokok-pokok dan permasalahan dan sekaligus memberikan saran

yang bisa jadi berguna. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah

Terjalankannya program layanan lumpur tinja terjadwal (12t2) sesuai dengan
peraturan walikota medan nomor 29 tahun 2019 sudah berjalan dengan efektif.

Hal ini dapat dilihat dari indikatornya yaitu:

1. Perbaikan birokrasi dari program layanan lumpur tinja terjadwal oleh
PDAM Tirtanadi dengan cara yang lebih efisien yaitu mengatur
penjadwalan penyedotan secara 3 tahun sekali.

2. Koordinasi yang dilakukan antar unit dan juga pemerintahan sudah
berjalan dengan optimal karena antar unit dan pemerintahan sudah
mengetahui dengan benar prosedur dalam menjalankan program layanan
lumpur tinja terjadwal.

3. Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitar kota medan
juga sudah terlaksana dengan baik, namun perlu di tingkatkan lagi
dalammengedukasi masyarakat tentang pentingnya penyedotan limbah
tinja secara terjadwal agar tidak mencemari lingkungan.

4. Mandat atau amanah yang diberikan untuk menjalankan program layanan

lumpur tinja terjadwal juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik,

50
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5. sehingga perlu dilakukan evaluasi kepada pihak ke tiga yang di tunjuk
perusahan dalam menjalankan program agar bisa lebih efektif dan efisien
dalam menjalankan mandat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah penulis jelaskan
sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan dalam meningkatkan
Implementasi Peraturan Walikota Medan No 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di PDAM Tirtanadi Kota Medan

adalah,

sebagai berikut :

1. PDAM Tirtanadi harus meningkatkan dan lebih teratur dalam memberikan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap Program Layanan
Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) di Kota Medan agar upaya mencapai
tujuan yang diinginkan berjalan dengan semestinya.

2. PDAM Tirtanadi juga harus meningkatkan pemantauan dan pengawasan
yang lebih efektif untuk memastikan bahwa layanan berjalan sesuai jadwal
dan standar yang ditetapkan.

3. PDAM Tirtanadi dan pemerintah Kota Medan dapat menjalin kerjasama
dengan pihak swasta atau perusahaan penyedia layanan pengelola limbah

untuk dapat memperkuat dalam pengimplementasian program ini
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P TS SO SRU SE N Xt
1Ty x

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pihak perusahaan :

A. Identitas K.Informan
Nama
TempatTanggal lahir :
Alamat
No.Hp
Jabatan

Dalamn upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai

melode utama melakukan pengkajian data sccara mendalam. Berikut ini adalah

draft wawancara yang telah disusun.

a. Perbaikan birokrasi menuju yang lebil baik.

|. Bagaimana bentuk perbaikan birokrasi yang dilakukan oleh PDAM
Tirtanadi dalam menjalankan program L2T2 ?

2. Bagaimana peran masing-masing instansi pemerintah dalam perencanaan
implementasi L2T2 ?

3. Bagaimana tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah dalam

menjalankan program L2T2 ?

b. Sistem jaringan kerja yang jelas.

1. Apakah ada sistem kerja yang jelas dalam menjalankan program L2T2?

2. Bagaimana komunikasi antara pihak-pihak terkait dalam menjalankan
program L2T2 ?

3. Apakah ada koordinasi yang efek(if antar unit-unti terkait ?
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Perwujudan tujuan untuk meningkatnya kesehatan masyarakat.

. Apakah program L2T2 ini sudah meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat ?

- Apakah program L2T2 ini sudah mengurangi resiko penyebaran penyakit
dilingkungan masyarakat ?

- Apakah program [2T2 dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat

dalam hal kesehatan dan kebersihan ?

. Mandat yang diberikan untuk menyelesaikan suatu kebijakan.

. Bagaimana bentuk mandat (amanah) yang diberikan dalam menjalankan
program L2T2 ?

. Apakah pelaksanaan mandat (amanah) tersebut sudah sesuai dengan
rencana dan jadwal yang telah ditetapkan ?

. Apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan

mandat (amanah) tersebut ?
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LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Sri Kartika Sari Lubis

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN
(JAPK). accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the
public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “Implementasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Layanan Lumpur
TinjaTerjadwal (L2T2) di PDAM Tirtanadi Medan > has been accepted post-review process and
will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all.

Thank you for your attention.

Meaan, April 14, 2025

Editor In Chief

dir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

imsu.ac.id index.
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